
 
BUPATI BANDUNG BARAT 

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT 
NOMOR 34 TAHUN 2011 

TENTANG 
 

PENGELOLAAN DANA TANGGAP DARURAT 
DI KABUPATEN BANDUNG BARAT 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG BARAT, 

Menimbang : a. bahwa Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan 
untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara 
berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan; 

b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 
tentang pendanaan dan Pengelolaan Bencana, Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan 
keuangan daerah perlu diatur lebih lanjut tentang pengelolaan dana 
Tanggap Darurat;  

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan 
Dana Tanggap Darurat Pada Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kabupaten Bandung Barat; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan 
Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 



6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4723); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesai Nomor 4828); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan 
dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesai Nomor 4829); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 
7); 

14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Barat Tahun 2011 Nomor 3); 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA 
TANGGAP DARURAT PADA BADAN PENANGGULANGAN 
BENCANA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT. 

 

BAB 1 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1  
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 



3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD 

adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan 
penanggulangan bencana. 

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Bandung Barat, secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. 

7. Kepala Pelaksana adalah Kepala yang memimpin Unsur Pelaksana Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat. 

8. Dana Tanggap Darurat Bencana adalah Dana yang disediakan secara khusus 
untuk menanggulangi keadaan kedaruratan bencana, dan terpisah dari anggaran 
rutin penanggulangan bencana Daerah. 

9. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang 
memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun 
anggaran.  

 

BAB II 
PENDANAAN KEADAAN DARURAT 

 
Pasal 2  

(1) Dalam keadaan darurat, BPBD dapat melakukan pengeluaran yang belum 
tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan 
APBD. 

(2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga. 

(3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara: 
a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja 

program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau 
b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. 

(4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : 
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 

belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan 
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. 
 

Pasal 3  
Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dipergunakan untuk : 
a. pencarian dan penyelamatan korban bencana; 
b. pertolongan darurat; 
c. evakuasi korban bencana; 
d. kebutuhan air bersih dan sanitasi; 
e. kebutuhan pangan,sandang; 



f. pelayanan kesehatan dan penampungan;dan 
g. tempat hunian sementara. 

 
Pasal 4  

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan belanja kebutuhan tanggap darurat 
bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 melalui tahapan sebagai berikut : 
a. setelah pernyataan tanggap darurat oleh Bupati, kepala Badan mengajukan 

Rencana Kebutuhan Belanja tanggap darurat bencana kepada PPkd selaku BUD; 
b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada kepala 

Badan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB; 
c. Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan 

diserahkan kepada bendahara pengeluaran pada BPBD; 
d. Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum 

tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada BPBD. 
 

Pasal 5  
Kepala Badan bertanggungjawab terhadap penggunaan dana tanggap darurat 
bencana. 
 

BAB III 
PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 

 
Pasal 6  

Bupati melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan 
penanggulangan bencana. 
 

Pasal 7  
Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan 
maupun kinerja pada tahap prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 8  

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Badan 
 

Pasal 9  
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
 
 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bandung Barat. 
 

 
       Ditetapkan di Bandung Barat 
       pada tanggal 4 November 2011 
       BUPATI BANDUNG BARAT, 

   
ttd. 

 
ABUBAKAR 

 
 
 

Diundangkan di Bandung Barat 
pada tanggal 4 November 2011 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG BARAT, 
 

ttd. 
 

RAKHMAT SY 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR 34 


